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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.
NOMOR : 244 /SK-36.03.UP.02.04/1X/2020

TENTANG
REEVISI KEEMPAT SUSUNAN TIM | PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang . a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya,
perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah
Republik Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan
Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah sistematis
lengkap;

c. bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Surat Keputusan
Penetapan Lokasi yang intinya menjadikan 43 (empat puluh tiga) desa di
wilayah 7(tujuh) kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan Pendaftaran tanah
sistematis lengkap tersebut;

d. bahwa terhadap banyaknya bidang tanah dan jumlah desa tersebut pada
huruf ¢ di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk lebih dari satu tim
Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan Tugas Fisik,
dan Satuan Tugas Yuridis, agar pelaksanaannya berjalan optimal,

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang
Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan
Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari 5 (lima) Panitia Pelaksana
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

/ 5. Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5804);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan
Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pemeriksa Tanabh;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1111);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/1/2017 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-30.01.01/11/2019 Tanggal 01 Februari
2020 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap;
Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/2016 tanggal 30 Desember 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Bidang Yuridis;

Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
TENTANG REVISI KEEMPAT SUSUNAN TIM | PANITIA AJUDIKASI, SATUAN
TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAPTAHUN 2020.
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Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai anggota Tim | Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di WilayahKabupaten
Tangerang yang meliputi 14 Desa/Kelurahan dan 6 Kecamatan yaitu :

Kelurahan/Desa Balaraja Kecamatan Balaraja
Kelurahan/Desa Cangkudu Kecamatan Balaraja
Kelurahan/Desa Saga Kecamatan Balaraja
Kelurahan/Desa Tobat Kecamatan Balaraja
Kelurahan/Desa Cikuya Kecamatan Solear
Kelurahan/Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear
Kelurahan/Desa Solear Kecamatan Solear
Kelurahan/Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa

. Kelurahan/Desa Sukasari Kecamatan Rajeg

OWONONRWN =

10. Kelurahan/Desa Sindangsono Kecamatan Sindang Jaya
11. Kelurahan/Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg

12. Kelurahan/Desa Jambu Karya Kecamatan Rajeg

13. Kelurahan/Desa Rajeg Kecamatan Rajeg

14. Kelurahan/Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis

Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan
bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:

a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;

b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah
yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan
dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

c. memberikan  asistensi  terhadap  kelengkapan  persyaratan  bukti
kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan,;

d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan
atau penguasaan tanah;

e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah
dikumpulkan;

f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan
mengenai data yang disengketakan;

g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e,
sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta
pendaftaran hak;

h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan
kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan

i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas
Yuridis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan
Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas
Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan
Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini.

Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan

menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung

jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:

a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada
Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya,

b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang
Tanah;

c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan
dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan

d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil
pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan

e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan
data yuridis;
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KELIMA . Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan

menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung
jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;
b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau
penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;

membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;

menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;

menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;

menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertipikat; dan
menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.
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KEENAM . Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan

administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu,
dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-
surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif
lainnya;

menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja
lain yang dianggap perlu;

menyiapkan daftar hadir;

membuat laporan hasil rapat;

menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;

membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan

mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

2
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KETUJUH . Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020Nomor : SP DIPA-
056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019.

KEDELAPAN . Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Tangerang Nomor : 64 /SK-36.03.UP.02.04/11/2020 Tanggal : 03
Februari 2020 tentang Revisi Pertama Susunan Tim | Panitia Ajudikasi, Satuan
Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31

Desember 2020.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 01 September 2020

Kepala Kantor Pertanahan

Tembusandisampaikan kepada Yth :

2
2.

3
4.
3.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Gubernur Banten;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;

Bupati Tangerang.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Nomor : 244 /SK-36.03.UP.02.04/1X/2020
Tanggal : 01 September 2020
Tentang : Revisi Keempat Susunan TIM | Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridisdan Satuan Tugas Administrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapTahun 2020.

REVISI KEEMPAT SUSUNAN TIM | PANITIA AJUDIKASI, SATUANTUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS
DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang

A. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

No. Nama NIP Jabatan Jabatan dalam Panitia
1. | AHMAD MUNARDI, SH 19700614 199703 1 002 Sofatt ﬁ::’dffgz:l':Ie:ftf;na:h“w?:s;g;‘::afa" Ketua Merangkap Anggota
2. | ANDIKA ARIADARMA,S.ST R | | SPERaEh el Pa sy SR e o Ketua Teknis
3. | TETENG IRIANDI 19630121 198903 1 005 Pengadministrasi Pertanahan Ketua Yuridis
4, Hj. NURHAYATI, SH 19621125 198203 2 003 Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretaris
5. ACHMAD SUBAGJA, S. Sos - Kepala Desa Balaraja Anggota
6. H. ABDULLAH, S.Sos - Kepala Desa Cangkudu Anggota
7. | SARNATA - Kepala Desa Saga Anggota
8. EMAN SUHERMAN - Kepala DesaTobat Anggota
9. MOCH. SANUSI AR - Kepala Desa Gelam Jaya Anggota
10. | ADE SAPEI c Kepala Desa Cikuya Anggota
12. | MADRAIS, SEE - Kepala Desa Pasanggrahan Anggota
13. | MADROMI, S.E - Kepala Desa Solear Anggota
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14. | H.M. ISKANDAR Kepala Desa Cisereh Anggota

15. | MUKHLIS - Kepala Desa Sukasari Anggota

16 | SUHERMAN - Kepala Desa Jambu Karya Anggota

17 | ELIYAH - Kepala Desa Lembangsari Anggota

18 | YANTO FIRMANTO - Kepala Desa Rajeg Anggota

19. | MUHAMMAD AFANDI, SH - Kepala Desa Sindangsono Anggota

B. Satuan Tugas Yuridis
No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Sindangsono

1. | HJ. SOPIAH Desa Sindangsono 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720
2. | SAUT MARILUTUA DABUKE Desa Sindangsono Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000
3. | DENI WIRAWAN Desa Sindangsono - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
4, | SUBANDALI ABUNG Desa Sindangsono Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
5. | HURMAN Desa Sindangsono - Mitra Desa Anggota 5.000
6. | NURHASIM Desa Sindangsono - Mitra Desa Anggota 5.000

/ Desa Balaraja ...



No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Balaraja
1. | HJ. SOPIAH Desa Balaraja 19660405 198903 2 001 | Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720
2. | IFTIANA SAUSAN Desa Balaraja Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000
ARIANDHIKA . i
3. NOFRIANSYAH Desa Balaraja - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
4. | SUBANDALI ABUNG Desa Balaraja - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
5. | SUKARDI ISMAIL Desa Balaraja - Mitra Desa Anggota 5.000
6. | SUPRIYANTO Desa Balaraja - Mitra Desa Anggota 5.000
No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Saga
1. | HJ. SOPIAH Desa Saga 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720
2. | SAUT MARULITUA DABUKE Desa Saga - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000
ARIANDHIKA e
3. NOFRIANSYAH Desa Saga - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4,500
4. | JEKTARA Desa Saga - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
5. | NASIMAN Desa Saga - Mitra Desa Anggota 5.000
6. | AKHMAD SANURI Desa Saga Mitra Desa Anggota 5.000

/ Desa Cangkudu ...



No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cangkudu

1. | HJ. SOPIAH Desa Cangkudu 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720

2. | IFTIANA SAUSAN Desa Cangkudu - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000

3. | DENI WIRAWAN Desa Cangkudu Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

4. | JEKTARA Desa Cangkudu - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

5. | RAMDONI Desa Cangkudu - Mitra Desa Anggota 5.000

6. | ABUBAKAR Desa Cangkudu - Mitra Desa Anggota 5.000

No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Tobat

1. | HJ. SOPIAH Desa Tobat 19660405 198903 2001 | Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720

2. | MAULIDIAH FAJRI Desa Tobat - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000

ARIANDHIKA o

3. NOFRIANSYAH Desa Tobat - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4,500

4. | TASLIM Desa Tobat - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

5. | AKHMAD JAELANIH Desa Tobat Mitra Desa Anggota 5.000

6. | HENDRAWAN KUSUMA Desa Tobat - Mitra Desa Anggota 5.000

{ Desa Clkuya ...



No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cikuya

1. | HJ. SOPIAH Desa Cikuya 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720

2. | NUR FUJIANTY Desa Cikuya - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000

3. | JEKTARA Desa Cikuya - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

4. | TASLIM Desa Cikuya - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

5. | AGUNG HADIANA Desa Cikuya - Mitra Desa Anggota 5.000

6. | DEDI SUPRIYADI Desa Cikuya - Mitra Desa Anggota 5.000

No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Pasanggrahan

1. | HJ. SOPIAH Desa Pasanggrahan 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720

2. | DIMAS AFRIALDI Desa Pasanggrahan - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000

3. | FIRMANSYAH Desa Pasanggrahan - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

4. | UCU PAMUNGKAS Desa Pasanggrahan - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

5. | SUYATNO Desa Pasanggrahan - Mitra Desa Anggota 5.000

6. | TATANG SUMARNA Desa Pasanggrahan - Mitra Desa Anggota 5.000

/ Desa Solear ...



No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Solear

1. | HJ. SOPIAH Desa Solear 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720

2. | NUR FUJIYANTI Desa Solear - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000

3. | UCU PAMUNGKAS Desa Solear Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

4. | TASLIM Desa Solear - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

5. | ROBIH Desa Solear - Mitra Desa Anggota 5.000

6. | SAMUN Desa Solear - Mitra Desa Anggota 5.000

No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cisereh

1. | HJ. SOPIAH Desa Cisereh 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720

2. | NUR FUJIYANTI Desa Cisereh - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000

3. | UCU PAMUNGKAS Desa Cisereh - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

4. | AHMAD ZALALUDIN Desa Cisereh Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

5. | SAYUKI Desa Cisereh - Mitra Desa Anggota 5.000

6. | ALJUPRI Desa Cisereh - Mitra Desa Anggota 5.000

/ Desa Sukasari ...



No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Sukasari

1. | HJ. SOPIAH Desa Sukasari 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720

2. | DWI CAHYANI Desa Sukasari - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000

3. | NURDIN Desa Sukasari Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

4. | FEBRI IRFAN HERMAWAN Desa Sukasari - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

5. | SUPYANI Desa Sukasari - Mitra Desa Anggota 5.000

6. | HOLILUROHMAN Desa Sukasari - Mitra Desa Anggota 5.000

No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Lembangsari

1. | HJ. SOPIAH Desa Lembangsari 19660405 198903 2001 | Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720

2. | MAULIDIAH FAJRI Desa Lembangsari - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000

3. | FEBRI IRFAN HERMAWAN Desa Lembangsari - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

4. | AHMAD ZALALUDIN Desa Lembangsari Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

5. | WAHYUDI Desa Lembangsari - Mitra Desa Anggota 5.000

6. | JAENUDIN Desa Lembangsari - Mitra Desa Anggota 5.000

/ Desa Jambu Karya ...



No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Jambu Karya

1. | HJ. SOPIAH Desa Jambu Karya 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720

2. | DWICAHYANI Desa Jambu Karya - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000

ARIANDHIKA L

3. NOFRIANSYAH Desa Jambu Karya - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

4. | FIRMANSYAH Desa Jambu Karya - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

5. | MITRA DESA Desa Jambu Karya - Mitra Desa Anggota 5.000

6. | MITRA DESA Desa Jambu Karya - Mitra Desa Anggota 5.000

No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Rajeg

1. | HJ. SOPIAH Desa Rajeg 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720

2. | DIMAS AFRIALDI Desa Rajeg - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000

3. | NURDIN Desa Rajeg - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

4. | FIRMANSYAH Desa Rajeg - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500

5. | DIDI ARYADI Desa Rajeg - Mitra Desa Anggota 5.000

6. | DEDI SOPIANSYAH Desa Rajeg - Mitra Desa Anggota 5.000

/ Desa Gelam Jaya ...



No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Gelam Jaya
1. | HJ. SOPIAH Desa Gelam Jaya 19660405 198903 2 001 Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Ketua Merangkap Anggota 5.720
2. | DWI CAHYANI Desa Gelam Jaya - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000
3. | NURDIN Desa Gelam Jaya - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
4, | FEBRIIRFAN HERMAWAN Desa Gelam Jaya Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
5. | TAMIM HUDRI Desa Gelam Jaya - Mitra Desa Anggota 5.000
6. | IIN MARLINA Desa Gelam Jaya - Mitra Desa Anggota 5.000
C. Satuan Tugas Fisik
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas BiayagitlaKr;’g (Re)
- Desa Sindang Sono
1. | ANDIKA ARIADARMA,S.ST 19821226 200604 1 006 R s I Ketua 29.000
2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 29.000
3. RADEN M. LUKMAN F.P 1-0183-19 Surveyor Kadaster Pembantu Ukur 8.000
4, | ABDURAHMAN ARIADARMA 2-1923-18 Asisten Surveyor Pembantu Ukur 8.000
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas Blaya I‘;B1i‘_'|a("39 (Rp)
- Desa Gelam Jaya
1. | ANDIKA ARIADARMA,S.ST 19821226 200604 1 006 bl s Ketua 29,000
2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 29.000
3. DAWUD ACHMAD PRAKOSA 2-0091-14 Asisten Surveyor Pembantu Ukur 8.000
4, | ABDULLAH FAQIH SAPUTRA 1-0038-19 Surveyor Kadaster Pembantu Ukur 8.000

/ D. Satuan Tugas Administrasi ...




D. Satuan Tugas Administrasi

No. Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas

1. | Hj. NURHAYATI, SH 19621125 198203 2 003 Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Ketua

2. | IMAN WAHYU FIRMANSYAH - Pegawai Tidak Tetap/Admin Anggota

3. | RYAN YOGA PRANATA - Pegawai Tidak Tetap/Admin Anggota

WIDIATMOKO Pegawai Tidak Tetap/Admin Anggota

4. | TRIYANA - Pegawai Tidak Tetap/Cetak SU Anggota

5. | ARIANDHIKA NOFRIANSYAH - Pegawai Tidak Tetap/Cetak BT Anggota

6. - Pegawai Tidak Tetap/Integrasi Anggota

| E. Petugas Pemeriksa Tanah...
E. Petugas Pemeriksaan Tanah

No. Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas Biaya/Bidang (Rp)
1. | ANDIKA ARIADARMA,S.ST 19821226 200604 1 006 Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik Ketua Teknis 15.500
2. | TETENG IRIANDI 19630121 198903 1 005 Pengadministrasi Pertanahan Ketua Yuridis 15.500
3. | ACHMAD SUBAGJA, S. Sos - Kepala Desa Balaraja Anggota 15.400
4, | H. ABDULLAH, S.Sos - Kepala Desa Cangkudu Anggota 15.400
5. | SARNATA - Kepala Desa Saga Anggota 15.400
6. | EMAN SUHERMAN - Kepala DesaTobat Anggota 15.400
7. | MOCH. SANUSI AR - Kepala Desa Gelam Jaya Anggota 15.400
8. | ADE SAPEI - Kepala Desa Cikuya Anggota 15.400
9. | MADRAIS, S.E Kepala Desa Pasanggrahan Anggota 15.400
10. | MADROMI, S.E - Kepala Desa Solear Anggota 15.400
11. | H.M. ISKANDAR - Kepala Desa Cisereh Anggota 15.400

/12. Mukhlis...




12.

MUKHLIS

Kepala Desa Sukasari Anggota 15.400
13. | SUHERMAN - Kepala Desa Jambu Karya Anggota 15.400
14. | ELIYAH - Kepala Desa Lembangsari Anggota 15.400
15. | YANTO FIRMANTO - Kepala Desa Rajeg Anggota 15.400
16. Kepala Desa Sindangsono Anggota 15.400
F. Peneliti Data Yuridis Panitia Ajudikasi
No. Nama NIP Jabatan Jabatan dalam Panitia Biaya/Bidang (Rp)
1. | AHMAD MUNARDI, SH 19700614 199703 1 002 | K@Pala Sub Seksi Pe“?;::;ﬁ:ﬁ;:‘:::;“ Pemberdayaan Hak | 2 Merangkap Anggota 5,600
2. ANDIKA ARIADARMA,S.ST 19821226 200604 1 006 Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik Ketua Teknis 5.600
3. SALEH YAHYA. S.H., M.Kn 19620505 198903 1 009 Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Ketua Yuridis 5.600
4, Hj. NURHAYATI, SH 19621125 198203 2 003 Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretaris 5.600
5. ACHMAD SUBAGJA, S. Sos - Kepala Desa Balaraja Anggota 5.600
6. H. ABDULLAH, S.Sos - Kepala Desa Cangkudu Anggota 5.600
7. SARNATA - Kepala Desa Saga Anggota 5.600
8. EMAN SUHERMAN - Kepala DesaTobat Anggota 5.600
9. MOCH. SANUSI AR - Kepala Desa Gelam Jaya Anggota 5.600
10. | ADE SAPEI Kepala Desa Cikuya Anggota 5.600
12. | MADRAIS, S.E - Kepala Desa Pasanggrahan Anggota 5.600
13. MADROMI, S.E - Kepala Desa Solear Anggota 5.600




/14. H.M. ISKANDAR ...
14. | HM. ISKANDAR Kepala Desa Cisereh Anggota Bi"y?g’:)dang
15. MUKHLIS Kepala Desa Sukasari Anggota 5.600
16 SUHERMAN Kepala Desa Jambu Karya Anggota 5.600
17 ELIYAH Kepala Desa Lembangsari Anggota 5.600
18 YANTO FIRMANTO Kepala Desa Rajeg Anggota 5.600
19. Kepala Desa Sindangsono Anggota 5.600




KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

PROVINSI BANTEN
JL. H. ABDUL HAMID KAV. 8, TIGARAKSA TANGERANG 15720 TELP. (021) 5592455 FAX. (021) 5992183
EMAIL : kab-tangerang@atrbpn.go.id
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.
NOMOR : 185 /SK-36.03.UP.02.04/VII/2020

TENTANG
REVISI KEDUA SUSUNAN TIM Il PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang . a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta
mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi
rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap
di seluruh wilayah Republik Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan
Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah
sistematis lengkap;

c. bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan
Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang intinya menjadikan 43 (empat
puluh tiga) desa di wilayah 7(tujuh) kecamatan sebagai lokasi
pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut;

d. bahwa terhadap banyaknya bidang tanah dan jumlah desa tersebut pada
huruf ¢ di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk lebih dari satu
tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan
Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis, agar pelaksanaannya berjalan
optimal;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang
Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap,
Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari 5 (lima) Panitia
Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
5038);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5601);

/ 5. Peraturan...



Menetapkan
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria
dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 18);

9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pemeriksa Tanabh;

14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017
tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster
Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

16. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/1/2017 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

17. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-30.01.01/11/2019 Tanggal 01 Februari
2020 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis
Lengkap;

18. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/2016 tanggal 30 Desember 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Bidang Yuridis;

19. Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TANGERANG TENTANG REVISI KEDUA SUSUNAN TIM Il PANITIA
AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN
SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP TAHUN 2020.

I KESATU ...
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Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai anggota Tim IIPanitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi 9 Desa/Kelurahan dan 2
Kecamatan yaitu :

Kelurahan/Desa Bojong Kamal Kecamatan Legok

Kelurahan/Desa Bojong Kecamatan Cikupa

Kelurahan/Desa Ciangir Kecamatan Legok

Kelurahan/Desa Cirarab Kecamatan Legok

Kelurahan/Desa Cibadak Kecamatan Cikupa

Kelurahan/Desa Legok Kecamatan Legok

Kelurahan/Desa Cikupa Kecamatan Cikupa

Kelurahan/Desa Dukuh Kecamatan Cikupa

Kelurahan/Desa Budi Mulya Kecamatan Cikupa
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Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu,
dan bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;

b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang
tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda
penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti
kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundangundangan;

d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti
kepemilikan atau penguasaan tanah;

e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah
dikumpulkan;

f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang
bersangkutan mengenai data yang disengketakan;

g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e,
sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta
pendaftaran hak;

h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan
kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan

i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan
Satgas Yuridis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik),
Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi
(Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas
Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini.

Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan

dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung

jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:

a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada
Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;

b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta
Bidang Tanah;

¢. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan
dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan

d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil
pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan

e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik
dan data yuridis;

. Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan

dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung

jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:
a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang

tanah;

! b. memeriksa riwayat ...
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memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau
penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;

membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala,

menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;

menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan
sertipikat; dan

menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.
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Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib,

lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi
mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan
surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan
administratif lainnya;

b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit

kerja lain yang dianggap perlu;

menyiapkan daftar hadir;

membuat laporan hasil rapat;

menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;

membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap

bulan;

menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan

mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.
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Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran
2020Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019.

Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang Nomor : 85 /SK-36.03.UP.02.04/111/2020 Tanggal : 04
Maret 2020 tentang Revisi Pertama Susunan Tim | Panitia Ajudikasi, Satuan
Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 01 Juli 2020
Kepala Kantor Pertanahan
_‘,_’,;-,-f.-;Kabgpaten Tangerang

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

3. Gubernur Banten;,
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
Bupati Tangerang.

b



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
Nomor : 185 /SK-36.03.UP.02.04/VI11/2020
Tanggal  : 01 Juli 2020

Tentang  : Revisi Kedua Susunan TIM Il Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridisdan Satuan Tugas Administrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapTahun 2020.

REVIS| KEDUA SUSUNAN TIM Il PANITIA AJUDIKASI, SATUANTUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS
DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASIPENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
A. Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
No. Nama NIP Jabatan Jabatan dalam Panitia
1 BAMBANG MUDIYONO, SH 19630118 198603 1 003 Kepala Seksi Penataan Pertanahan Ketua Merangkap Anggota
2. CUCU SUDRAJAT, S.IP., MH 19750517 199403 1 002 Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Ketua Teknis
3. | GINA S.S0s.MSi 19630609 198909 1 001 | €P3a S”g:}‘;ﬁ:ip';ﬂgﬁjhpsgrﬂgmhm"a“ o Ketua Yuridis
4 HI&%EWI WULANDARI, S.Sos., 19790401 200804 2 001 Kepala Sub Sg:zi s:nzn;:iga;::?: g$ta Hak Tanah Galielatis
5. SUHERMAN - Kepala Desa Bojong Kamal Anggota
6. ANDI YANA S.Sos - Kepala Desa Bojong Anggota
7. H. ASEP NURHIDAYAT - Kepala Desa Ciangir Anggota
8. Hj. IMAS R.L - Kepala Desa Cirarab Anggota
9. | ADI SOPIAN - Kepala Desa Cibadak Anggota
10. | MULYANA, SEE - Kepala Desa Legok Anggota
11 | ABUMUTOLIB - Lurah Cikupa Anggota
12. | ADHARUDIN - Kepala Desa Dukuh Anggota
13. | H. ASAN - Kepala Desa Budi Mulya Anggota

/B. Satuan Tugas Yuridis ...



B. Satuan Tugas Yuridis

No Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cikupa, Desa Bojong, dan Desa Budi Mulya
1. | suwARNO Desa CEE?:B?;??\AEF;:"Q, dan | 19700721 199303 1 001 Pengolah Data Yuridis Ketua Merangkap Anggota 5.720
Desa Cikup, Desa Bojong, dan i -
2. | TAJULARIFIN Desa Budi Mulya Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000
4. | KIKIN NUGRAHA Desa Budi Mulya dan Desa Cikupa - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
5. | AHMAD SYAFEI Desa Bojong dan Desa Cikupa - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
6. | SLAMET PURBOYO Desa Budi Mulya dan Desa Bojong - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4500
7. | SUHENDI Desa Cikupa - Mitra Desa Anggota 5.000
8. | IQBAL AWALUDIN Desa Cikupa - Mitra Desa Anggota 5.000
9. | ENDANG SURYANA Desa Bojong Mitra Desa Anggota 5.000
10. | PAHRUDIN Desa Bojong Mitra Desa Anggota 5.000
11. | MADHANI Desa Budi Mulya - Mitra Desa Anggota 5.000
12. | HAERUDIN Desa Budi Mulya - Mitra Desa Anggota 5.000
No ] Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Cibadak dan Desa Dukuh
1. | SUWARNO Desa Gibadak dan Desa | 19700721 199303 1 001 Pengolah Data Yuridis Ketua Merangkap Anggota 5720
2. | JULMI RANDI D C'bgﬂ:ﬁlfa” e . Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000
Desa Cibadak dan Desa o
4. | BAGUS SETIAWAN BENY Dukuh - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
5. | AGUS ROKHMAT CREE S TS Pegawai Tidak Tetap Anggota 4,500
6. | ADINATA Desa Cibadak - Mitra Desa Anggota 5.000
7. | DEDE HERMANSYAH Desa Cibadak - Mitra Desa Anggota 5.000
8. | H. SYAFRUDIN Desa Dukuh - Mitra Desa Anggota 5.000
9. | AHMAD JUWENI Desa Dukuh - Mitra Desa Anggota 5.000

/ Desa Legok dan Desa Cirarab ...




No|

Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Legok dan Desa Cirarab
1. | BUDI HERU PAWOKO Res L%%f:r:t?" Desa | 19700510 199103 1 006 Pengadministrasi Pertanahan Ketua Merangkap Anggota 5.720
2. | INDAH SEPTIANI M . Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000
4. | PANJIPUTRA PRATAMA DRss Lﬁf:rgg“ Besa - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
5. | SUTISNA Desa Lagok dan Desa : Pegawai Tidak Tetap Anggota 4500
Cirarab
6. | CECEP SUPRIYADI Desa Legok - Mitra Desa Anggota 5.000
7. | EKANURHIDAYAT Desa Legok - Mitra Desa Anggota 5.000
8. | GUSTOMI Desa Cirarab Mitra Desa Anggota 5.000
9. | ABENG SUPRIYATNA Desa Cirarab Mitra Desa Anggota 5.000
No | Nama Keterangan NIP Jabatan Jabatan Dalam Panitia l Biaya / Bidang (Rp)
- Desa Ciangir dan Desa Bojong Kamal
1. | BUDI HERU PAWOKO Desaagj?;':g'[(gﬁf aIDesa 19700510 199103 1 006 Pengadministrasi Pertanahan Ketua Merangkap Anggota 5.720
Desa Ciangir dan Desa it
2. | INDAH SEPTIANI Bojong Kamal - Pegawai Tidak Tetap Anggota 5.000
4. | AHMAD DZIKRI HAFIZI Dlesa Glangen can Desa : Pegawai Tidak Tetap Anggota 4500
Bojong Kamal
Desa Ciangir dan Desa —
5. | ENDANG ZULKARNAEN Bojong Kamal - Pegawai Tidak Tetap Anggota 4.500
RADEN H. ENDANG i ;
6. SURYATIN Desa Ciangir - Mitra Desa Anggota 5.000
7. | HASANUDIN Desa Ciangir - Mitra Desa Anggota 5.000
8. | DUDY SULAKSONO Desa Bojong Kamal - Mitra Desa Anggota 5.000
9. | SUDIRMAN Desa Bojong Kamal - Mitra Desa Anggota 5.000

/ C. Satuan Tugas Fisik ...




C. Satuan Tugas Fisik

Biaya IBidang (Rp)
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas K1-K3
- Desa Ciangir
1. | CUCU SUDRAJAT, S.IP., MH 19750517 199403 1 002 HapeianD Sl e gandolian Ketua 36.250
Pertanahan
2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 36.250
3. | MARWANDI 2-0095-47 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
4. | FAKHRUL AZIZ 2-2848-18 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
Biaya /Bidang (Rp)
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas K1i-K3
- Desa Cirarab
Kepala Sub Seksi Pengendalian
1. | CUCU SUDRAJAT, S.IP,, M.H 19750517 199403 1 002 Bastaili Ketua 36.250
2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 36.250
3. | WAHYU PANCA 1-0018-16 Surveyor Kadaster Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
4. | ALDI WINATA 2-2861-18 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
Biaya /Bidang (Rp)
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas K1-K3
- Desa Bojong
1. | CUCU SUDRAJAT, S.IP., MH 19750517 199403 1 002 HRpala 5o Sekal Pengeidsisn Ketua 36.250
Pertanahan
2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 36.250
3. | ERDAD WIGUNA 2-2856-18 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
4, | RAZY ZAMZAMI SULTHONI 2-2285-19 Asisten Surveyor Anggotal Pembantu Ukur 10.000

/ Desa Legok ...




Biaya /Bidang (Rp)
K1-K3

No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas
- Desa Legok
Kepala Sub Seksi Pengendalian

1. | CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H 19750517 199403 1 002 Fefanific: Ketua 36.250

2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 36.250

3. | INDRA SAKTI 2-0045-16 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
4, | DHIKY HARTONO 1-691-18 Surveyor Kadaster Anggota/ Pembantu Ukur 10.000

Biaya /Bidang (Rp)

No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas K1-K3
- Desa Budi Mulya

1. | CUCU SUDRAJAT, S.IP., MH 19750517 199403 1 002 Hpelerub Seksi Pangandslien Ketua 36.250

Pertanahan

2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 36.250

3. | H. SAEFULOH 2-0940-14 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
4. g:;msND PERMAL Lakan 2-0155-13 Asisten Surveyor Anggotal/ Pembantu Ukur 10.000

Biaya IBidang (Rp)
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas K1-K3
- Desa Cibadak
Kepala Sub Seksi Pengendalian

1. | CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H 19750517 199403 1 002 Partanatian Ketua 36.250

2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 36.260

3. | AZNOIDRUS, SH 1-0097-115 Surveyor Kadaster Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
4. | JOKO KOHAR SAKTIYANTO 2-0012-18 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000

{ Desa Cikupa ...




Biaya /Bidang (Rp)
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas K1 - K3
- Desa Cikupa
Kepala Sub Seksi Pengendalian
1. | CUCU SUDRAJAT, S.IP., MH 19750517 199403 1 002 Haitanglion Ketua 36.250
2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 36.250
3. | ANGGA NUGRAHA 2-0045-17 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
4, | SYARIEL RINALDI PRATAMA 2-2861-18 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
Biaya /Bidang (Rp)
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas K1-K3
- Desa Dukuh
Kepala Sub Seksi Pengendalian
1. | CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H 19750517 199403 1 002 Podarnshsn Ketua 36.250
2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 36.250
3. | GOGO MATONDI RAMBE 1-0109-15 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
4. | TEGUH ADITYA PRIBADI 2-2875-18 Asisten Surveyor Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
Biaya IBidang (Rp)
No Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas K1-K3
- Desa Bojong Kamal
1. | CUCU SUDRAJAT, S.IP., MH 19750517 199403 1 002 RepelaL 3l Sl Peargenaln Ketua 36.250
Pertanahan
2. | DEDI MULYADI 19780704 200701 1 002 Petugas Ukur Anggota/Petugas Ukur 36.250
3. | WAHYU PANCA 1-0018-16 Surveyor Kadaster Anggota/ Pembantu Ukur 10.000
B e 2.2868-18 Asisten Surveyor Anggotal Pembantu Ukur 10.000

{D. Satuan Tugas Administrasi ...




D. Satuan Tugas Administrasi

No. Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas
LITA DEWI WULANDARI, S.Sos., Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan
1 M.Ikom 19790401 200804 2 001 Pembinaan PPAT Ketua
2. | JONATHAN SIHOMBING : e e Anggota
min
" Pegawai Tidak Tetap/
3. | FARUQ ZULFAHMI J Admin Anggota
) Pegawai Tidak Tetap/
4, | AKHMAD JUNAEDI Cetak SU Anggota
; Pegawai Tidak Tetap/
5. | ADYTIAWHISNU BRATA Cetak BT Anggota
Pegawai Tidak Tetap/
6. | SAPTO ANDRIANTO - Integrasi Anggota
E. Petugas Pemeriksaan Tanah
No. Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas Biaya/Bidang (Rp)
1. | CUCU SUDRAJAT, S.IP., MH 19750517 199403 1 002 Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Ketua Teknis 15.500
2. | GINA, 5,505, MSi 19630609 198909 1 001 Rl RN TR R R Tk Gy DR L Ketua Yuridis 15.500
Pemerintah
3. | SUHERMAN - Kepala Desa Bojong Kamal Anggota 15.400
4. | ANDI YANA S.Sos - Kepala Desa Bojong Anggota 15.400
5. | H. ASEP NURHIDAYAT - Kepala Desa Ciangir Anggota 15.400
6. | Hj. IMASRLL - Kepala Desa Cirarab Anggota 15.400
7. | ADI SOPIAN - Kepala Desa Cibadak Anggota 15.400
8. | MULYANA, SEE - Kepala Desa Legok Anggota 15.400
9. | ABUMUTOLIB - Lurah Cikupa Anggota 15.400
10. | ADHARUDIN - Kepala Desa Dukuh Anggota 15.400
11. | H. ASAN - Kepala Desa Budi Mulya Anggota 15.400

| F. Petugas Pengolah Data/Sidang Panitia A ...
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Penelitian Data Yuridis Panitia Ajudikasi

No. Nama NIP Jabatan Jabatan Dalam Satgas Biaya/Bidang (Rp)
1. | BAMBANG MUDIYONO, SH 19630118 198603 1 003 Kepala Seksi Penataan Pertanahan Ketua Panitia A 5.600
2. | CUCU SUDRAJAT, S.IP., MH 19750517 199403 1 002 Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Wakil Ketua Panitia A 5.600

. Kepala Sub Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Penetapan ; o
3. | GINA, S.Sos. M.Si 19630609 198909 1 001 TanahFomeriah Wakil Ketua Panitia A 5.600
LITA DEWI WULANDARI, S.Sos., Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan i
4. M.lkom 19790401 200804 2 001 Pembinaan PPAT Sekretaris 5.600
5. | SUHERMAN - Kepala Desa Bojong Kamal Anggota 5.600
6. | ANDI YANA S.Sos - Kepala Desa Bojong Anggota 5.600
7. | H. ASEP NURHIDAYAT - Kepala Desa Ciangir Anggota 5.600
8. | Hi. IMASRL - Kepala Desa Cirarab Anggota 5.600
9. | ADI SOPIAN - Kepala Desa Cibadak Anggota 5.600

10. | MULYANA, S.E - Kepala Desa Legok Anggota 5.600
11. | ABUMUTOLIB - Lurah Cikupa Anggota 5.600
12. | ADHARUDIN - Kepala Desa Dukuh Anggota 5.600
13. | H. ASAN - Kepala Desa Budi Mulya Anggota 5.600

Kepala Kantor Pertanahan
?E paten Tangerang

= i
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.
NOMOR : 186 /SK-36.03.UP.02.04/V11/2020

TENTANG
REVISI KELIMA SUSUNAN TIM Ill PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang . a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta
mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi
rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap
di seluruh wilayah Republik Indonesia;

b. bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan
Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah
sistematis lengkap;

c. bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan
Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang intinya menjadikan 43 (empat
puluh tiga) desa di wilayah 7 (tujuh) kecamatan sebagai lokasi
pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut;

d. bahwa terhadap banyaknya bidang tanah dan jumlah desa tersebut pada
huruf ¢ di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk lebih dari satu
tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan
Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis, agar pelaksanaannya berjalan
optimal;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang
Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap,
Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari 5 (lima) Panitia
Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
5038);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5601);

/' 5. Peraturan...



Menetapkan

10.

11.

12

13.

14.

18.

16.

17

18.

19.

s

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria
dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pemeriksa Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017
tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster
Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/1/2017 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-30.01.01/11/2019 Tanggal 01 Februari
2020 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis
Lengkap;

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/2016 tanggal 30 Desember 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Bidang Yuridis;

Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TANGERANG TENTANG REVISI KELIMA SUSUNAN TIM Il PANITIA
AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN
SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP TAHUN 2020.

/ KESATU ...



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-3 -

Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai anggota Tim Il Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi 8 Desa/Kelurahan dan 2
Kecamatan yaitu :

Kelurahan/Desa Mekarbakti Kecamatan Panongan

Kelurahan/Desa Mekarjaya Kecamatan Panongan

Kelurahan/Desa Panongan Kecamatan Panongan

Kelurahan/Desa Peusar Kecamatan Panongan

Kelurahan/Desa Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa

Kelurahan/Desa Rancaiyuh Kecamatan Panongan

Kelurahan/Desa Rancakalapa Kecamatan Panongan

Kelurahan/Desa Serdang Kulon Kecamatan Panongan

R0 = G Y o LK B =

Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu,
dan bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL,

b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang
tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda
penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan  bukti
kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan;

d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti
kepemilikan atau penguasaan tanah;

e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah
dikumpulkan;

f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak  yang
bersangkutan mengenai data yang disengketakan;

g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e,
sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta
pendaftaran hak;

h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan
kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan

i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan
Satgas Yuridis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik),
Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi
(Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas
Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini.

Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan

dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung

jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:

a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada
Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;

b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta
Bidang Tanah;

c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan
dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan

d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil
pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan

e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik
dan data yuridis;

. Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan

dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung

jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang
tanah;

/' b. memeriksa riwayat ...



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

23

memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau
penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;

membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;

menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;

menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan
sertipikat; dan

menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

> @™ooo

Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib,
lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi
mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan
surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan
administratif lainnya;

menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit
kerja lain yang dianggap perlu;

menyiapkan daftar hadir;

membuat laporan hasil rapat;

menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;

membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap
bulan;

menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan

mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

=3

~0 a0
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Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020
Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019.

Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang Nomor : 151 /SK-36.03.UP.02.04/V/2020 Tanggal : 04
Mei 2020 tentang Revisi Keempat Susunan Tim Ill Panitia Ajudikasi, Satuan
Tugas Fisik, Satuan Tugas VYuridis Dan Satuan Tugas Administrasi
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 01 Juli 2020
Kepala Kantor Pertanahan

T Tabupaten Tangerang

mboig 4Sk6 Wunjanto, S H., M.Si

IP<#8630130 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,

2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional,

3.  Gubernur Banten;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
Bupati Tangerang.
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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN

JL. H. ABDUL HAMID KAV. 8, TIGARAKSA TANGERANG 15720 TELP. (021) 5592455 FAX. (021) 5992183

EMAIL : kantahkab.tangerang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

NOMOR : 87 /SK-36.03.UP.02.04/111/2020

TENTANG

REVISI PERTAMA SUSUNAN TIM IV PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS
YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong
pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya,
perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah
Republik Indonesia;

bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan
Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah sistematis
lengkap;

bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan Surat Keputusan
Penetapan Lokasi yang intinya menjadikan 43 (empat puluh tiga) desa di
wilayah 7 (tujuh) kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan Pendaftaran tanah
sistematis lengkap tersebut;

bahwa terhadap banyaknya bidang tanah dan jumlah desa tersebut pada
huruf ¢ di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk lebih dari satu tim
Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan Tugas Fisik,
dan Satuan Tugas Yuridis, agar pelaksanaannya berjalan optimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang
Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan
Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari 5 (lima) Panitia Pelaksana
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

/ 5. Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5804);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan
Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21),
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Negara Agraria/lKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah
Negara dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pemeriksa Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1111);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/1/2017 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-30.01.01/11/2019 Tanggal 01 Februari
2020 tentang Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap;
Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/2016 tanggal 30 Desember 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Bidang Yuridis;

Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/1V/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
TENTANG REVISI PERTAMA SUSUNAN TIM IV PANITIA AJUDIKASI, SATUAN
TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2020.

/ KESATU ...
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Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai anggota Tim IV Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Wilayah
Kabupaten Tangerang yang meliputi 9 Desa/Kelurahan dan 3 Kecamatan yaitu :
Kelurahan/Desa Cempaka Kecamatan Cisoka

Kelurahan/Desa Cibugel Kecamatan Cisoka

Kelurahan/Desa Cisoka Kecamatan Cisoka

Kelurahan/Desa Karangharja Kecamatan Cisoka

Kelurahan/Desa Babakan Kecamatan Legok

Kelurahan/Desa Babat Kecamatan Legok

Kelurahan/Desa Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa

Kelurahan/Desa Pete Kecamatan Tigaraksa

Kelurahan/Desa Sodong Kecamatan Tigaraksa

©CoNOORAWN =

Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan
bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:

a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL,;

b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah
yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan
dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

¢c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti
kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan;

d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan
atau penguasaan tanah;

e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah
dikumpulkan;

f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan
mengenai data yang disengketakan;

g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e,
sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta
pendaftaran hak;

h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan
kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan

i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas
Yuridis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan
Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas
Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan
Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini.

Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan

menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung

jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:

a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada
Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;

b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang
Tanah;

c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan
dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan

d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil
pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan

e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan
data yuridis;

. Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan

menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung
jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:
a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;

/ b. memeriksa riwayat ...
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memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau
penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;

membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;

menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;

menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;

menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertipikat, dan
menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

@ e a0

KEENAM :  Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu,
dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-
surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif
lainnya;
menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja
lain yang dianggap perlu;
menyiapkan daftar hadir;
membuat laporan hasil rapat;
menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan
mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

=3
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KETUJUH :  Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor
Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-
056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019.

KEDELAPAN . Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang Nomor : 49 /SK-36.03.UP.02.04/1/2020 Tanggal : 10 Januari
2020 tentang Susunan Tim | Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas
Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2020.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 04 Maret 2020

Kantor Pertanahan
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Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:

2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Gubernur Banten;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;

Bupati Tangerang.
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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

PROVINSI BANTEN

JL. H. ABDUL HAMID KAV. 8, TIGARAKSA TANGERANG 15720 TELP. (021) 5592455 FAX. (021) 5992183

EMAIL : kantahkab.tangerang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

NOMOR : 88 /SK-36.03.UP.02.04/111/2020

TENTANG

REVISI PERTAMA SUSUNAN TIM V PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN
TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

Menimbang

Mengingat

LENGKAP
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta
mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi
rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap
di seluruh wilayah Republik Indonesia;

bahwa untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan
Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah
sistematis lengkap;

bahwa dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menerbitkan
Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang intinya menjadikan 43 (empat
puluh tiga) desa di wilayah 7 (tujuh) kecamatan sebagai lokasi
pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut;

bahwa terhadap banyaknya bidang tanah dan jumlah desa tersebut pada
huruf ¢ di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk lebih dari satu
tim Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan
Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis, agar pelaksanaannya berjalan
optimal,

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tentang
Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap,
Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terdiri dari 5 (lima) Panitia
Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 5601);

/' 5. Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria
dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pemeriksa Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017
tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster
Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-7.1/1/2017 tentang Petunjuk
Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-300/2016 tanggal 30 Desember 2016
tentang Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap;

Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/2016 tanggal 30 Desember 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Bidang Yuridis;

Petunjuk Teknis Nomor 345/2.1-100/1/2017 tanggal 19 Januari 2017
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
TANGERANG TENTANG REVISI PERTAMA SUSUNAN TIM V PANITIA
AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN
SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP TAHUN 2020.

/ KESATU ...
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Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
sebagai anggota Tim V Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di
Wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi 8 Desa/Kelurahan dan 1
Kecamatan yaitu :

Kelurahan/Desa Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa

Kelurahan/Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa

Kelurahan/Desa Margasari Kecamatan Tigaraksa

Kelurahan/Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa

Kelurahan/Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa

Kelurahan/Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa

Kelurahan/Desa Pematang Kecamatan Tigaraksa

Kelurahan/Desa Tapos Kecamatan Tigaraksa

WA GG S

Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu,
dan bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL,;

b. mengumpulkan data fisikk dan dokumen asli data yuridis semua bidang
tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda
penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti
kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan;

d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti
kepemilikan atau penguasaan tanah;

e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah
dikumpulkan;

f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang
bersangkutan mengenai data yang disengketakan;

g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e,
sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta
pendaftaran hak;

h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan
kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan

i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan
Satgas Yuridis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik),
Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi
(Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas
Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini.

Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan

dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung

jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:

a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada
Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;

b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta
Bidang Tanah;

c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan
dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan

d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil
pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan

e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik
dan data yuridis;

. Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan

dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung

jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang
tanah;

/ b. memeriksa riwayat ...
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memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau
penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;

membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;

menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;

menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan
sertipikat; dan

menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

> @~eao

Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib,
lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi
mempunyai tugas:

a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan
surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan
administratif lainnya;

menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit
kerja lain yang dianggap perlu;

menyiapkan daftar hadir;

membuat laporan hasil rapat;

menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;

membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap
bulan;

menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan

mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

o
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Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020
Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019.

Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang Nomor : 50 /SK-36.03.UP.02.04/1/2020 Tanggal : 10
Januari 2020 tentang Susunan Tim | Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik,
Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 04 Maret 2020

Kepala Kantor Pertanahan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Gubernur Banten;

3
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
5

Bupati Tangerang.



“slpunA sebn] uenes 'g/

ejobbuy sode] esa( e[eday s NIONY3AVHY | 2}
ejobbuy fuejewad esa( ejeday - IMYNSY 3 | LI
ejobbuy eybueN Jised esaq efedsy) - INOYHVAS | 0L
ejo66uUy Buejog Jised esa( ejeday - 1ava ‘6
ejobbuy elefejepy eso( ejedsy - Woy's ‘vdLnNd 0a3 8
ejobbuy Lesebiel eso efeds) - HYYVS NIg NIGQNAHOYIN | L
ejobbuy sa|l) esa( efeday 3 VINVAY | 9
ejob6Buy Buelued Jejueg esaq ejeday| - N3rar G
Slejeneg ueremebaday uep wnuin uesnin ejeday 100 ¢ €02861 60E0S96) HS ‘INYYans N4
SIPLUNA Enjsy Ueyeueyad Isessiuiupebuad v00 | €01661 92200.61 HYTINdIVS €
siuys] Enioy wnuin isedsiuiwpebued £00 } 212102 L0501 261 1S ‘OLNVIQ3IN 1MIa C
Jexesefsely yeue| yeH ueefeplaquiad ; .

eloB6uy deybuelsyy enjay uep Ueue] YeH uedejsuad Isyag qng ejeday ¢00 | £0/661 ¥1900.61 HS 104YNNIN QYINHY F
eljlued Wejep uejeqer uejeqer dIN BlUEN "ON

deybua sijews)siS Yeue] ueieljepuad Iseyipnly eiued 'y
Buessbue] usiedngey ueyeuepad Jojuey eeday : gemer BunBbueusad
ONVHIONYL NILVYdNEVA NVHYNY.LH3d HO1LNWMA

0202 NNHVYL dYMON31 SILVINFLSIS HYNVL NVHVYL4VANId ISVHLSININGY SYONL NVNLVYS Nvd
SIAIINA SYONL NVNLYS MISId SYONL NYNLYS ISYMIANCY VILINYd A WIL NYNNSNS | ISIAIY

"020Z unye| deybua silewslsiS Yeue| Uelelepuad UBBUBSYE|a ISeJisiulpY sefin] uenjes uep sipun sebn] uenjes uep “yisi4 sefn| uenjeg ‘Isexipnly eliueg A L UBUNSNS BUEHSY ISINSY : S
020C 1BIe 70 - |ebbue ]
020¢/11/y0¢0'dN'E0"9E-1S/ 88 - JOWON

ONVHIONVL NILVYdNGY A NYHYNYLY3d HOLNYN VIVdIN NVSNLNdIN NVHIdAYT



sode| esaq/

000'S gjobbuy esaQ el - elefejep esaq 1anyvs | 9
000G ejobbuy esaq eI - elebeje}y eseq NYMVYINYNY 3030 | 6
005 ¥ ejobbuy deja] yepi] lemebod - eiefeje eseQ NVALQY VOIN | ¥
00S'¥ ejobbuy deja] yepi lemebod . eiebejep eseq IMNSWYAS QYWHY | €
000G ejobbuy dejs] epi lemefad : elebejep esaq IQVANYH | 2
. Ueue] ueleyepusd ;
0zL'S ejobBuy dexBueseiy enje Uep Ueue) Yy UBLOYowLad Bjeq yejobuay | <00 b HH086) €2v0996L elebeje)y eseq ONOLYYS H | |
elebejejy esa( -
(dy) Buepig j efeig Bljiued Wejeq ueyeqer uejeqer dIN uebueiajey BlWeN OoN
000G ejobbuy esa eI . s9j9|i0 eSaQ [HYMNY | 9
000G ejobbuy esa( BN = saja|in eseq AVHYrd | §
005 ¥ gjobbuy deja| yepi] lemebad = sejall) eseq OLNVAIQIM LIDONY | ¥
005y ejobbuy dejs) yepi lemebad - seje|i eseQ d3SY QYWYHOW | €
000G ejobbuy deja] epi| remebad 5 9D esaq HY4IdY ENN | 2
eue| ueleliepus,
0z OBBUY RABURIW BN | o oo o b oy | 200 b 11086 £2509861 sopoll) esaq ONOLMYS H |
safa|1) esaq -
(dy) Buepig | efeig eljiued wejeq uejeqer uejeqer dIN uebuesjey BWEN ON

sipunj sebnj uenjeg ‘g




- ueseblep eseq /

000'G ejobbuy esaq BN 2 eybuen Jised esaq [aMNra aYWYHNW | 9
000G ejobBuy esaq eI % eybuen Jised eseQ NVMVINSNY VHANI | 6
005t ejobbuy deja] yepi] remebad - eybuep Jised eseq vYN3S ¥
005y ejobbuy deja] yepi| lemebod - exbuen Jised eseQ VYNVAYNS NVAI | €
000G ejobbuy deja) yepi) lemebod - eyBuen Jsised eseQ HY4IdVHNN | ¢
) Ueue| ueleyepuad :
0L ejobbuy deXBUelOW BMaY | 1 e yer ueuoyowLIog epeq yejoBuag | GO0 b +H0BB) EZV0996 exbuen Jised eseq ONOLYYS 'H | )
e)yBuep Jised esa( -
(dy) Buepig | efeig BljluRq Wejeq ueeqer uejeqer diN ueBuelsjay BWEN ON
000°S ejobbuy esaq eAIn 2 sode] essq IONIHNS | 9
000°G ejobbuy esaQ eI - sode| esaQ gYHYM NSWYS | G
005y ejobbuy deja] yepil remefiad - sode| esa( IMIQ ¥
005y gjobbuy deja] yepi] lemebod - sode] esaQ M NYIWHYY 431y | €
000'G ejobbuy deja] yepi] lemebod - sode| esaq olMLYS | 2
: Ueue] uelejepuad ]
0ZL'S ejobBuy dexbuessiy enjay Uep UEUE ] YeH UBUoyowlad eleq yejobuay | €00 b 0661 2709961 sode] ess( ONOLMYS H | |
sode] esa(] -
(dy) Buepig | efeig eljiued wepeq uejeqer uejeqer diN uebuelalay BLUEN oN




* 1sensIuIWpY sebn) uenjes 0/

000°G ejobbuy esa( eI 5 Buejog Jised esag VHONTH | 0L
000G ejobbuy esa( BAIN 5 Buejog Jised eseq Pd'S TYNSWYS H | 6
000G ejobbuy ese( Bl = Buelued Jejueg esaq [INSWVT | '8
000'G ejobbuy esoq e . Buelued Jejueg esa( HYAIHNNY QYWHYY | L
000'G ejobbuy esa( BN - Buejewsd esaQ NYW3VINS | 9
000°S ejoB6uy BSa(] BN - Buejewsad esaq NYMVING A NYMYM G
Buejog
005y ejobbuy deje] yeplL remebed - Jised eseq uep ‘Buelued VHANIHNS AQVAHY | ¥
lejueg esaq ‘Buejewad eseq
i Buejog
00Sv ejobbuy deye] yepi| lemebod - lised esa(g uep ‘Buelued OIMLYS €
Jeyueg esaq ‘Buejewad ess(
Buejog
000G ejobbuy deje] yepi lemebad - lised esa( uep ‘Buefued NVIQYY NVIQ | ¢
Iejueg esa( ‘Buejewad esaQ
0zL'S ejobbuy dexbuesowemay | \on oe Mmcmwcmmﬁm g ueioBua | 700} 10B6) €Z¥0961 | dsed mmmw_m_% ‘Buefued ONOLYYS H | )
P UEUEL YEH 4 d Ejeq el d Jejueg esa( ‘Buejewad eseq
Buejog Jised eseq uep ‘Buefued Jejueg esaq ‘Guejewad esaq -
(dy) Buepig | efeig Bljiued wejeq uejeqer uejeqer dIN uefueiajey BWEN ON
000G ejobbuy esaq eI - Leseblely esaq HISYYEYE | 9
000G ejobbuy esa( BN » lesebie}y esaq NIHITOS d30V | &
0051 ejobbuy deja epi] temebad - Lesebie esa( YHYHONN NYWI | ¥
005¥ ejobbuy deja] yepi lemebed : Lesebiep esaq LVAVAIH 4319YAS | €
000G ejobBuy deja] yepi] remebad 2 Heseblepy esaQ IOYAYYH | 2
. Ueue] ueleyepusd .
02.'S ejobbuy dexbuesepy enay) UEp UeUe | ye Ueuoyouay eleq uejobuag | 200 b 410861 £2v09961 ueseBle eseq ONOLMYS H | 1
uesebiep esa( -
(dy) Buepig | eAeig EBljlued Wejeq uejeqer uejeqer dIN uefueiajey BUWEN ON




"y eiued Buepis/eleq yejobuad sebnjed 3/

009'}1 ejobbuy sode| esa( ejeday . NIQNY3YHY | 0L
0091} ejobbuy Buejewsd esaq ejedey : IMYNSY 3 | 6
009'}} ejobbuy eybueN Jised esaq ejeday . INOYHVAS | 8
00911 ejofibuy Buejog Jised esa( eledey - iava | ‘2
009'}4 ejobBuy eiebejely esaq efedoy = WoM'S 'v¥LNd 03 | 9
009'}} ejobbuy LeseBiel esa ejeday - HYMYYS NIE NIGNAHOVIN | G
009'} ejobbuy so[a|ID esaq efedoy ” VINVAY | ¥
009°}1 ejobbuy Bueluediejueg esaq ejeday| - Narar | e
009'}} yninkuad/sipunA enjay Ueyeuepsd isessiuiwpebusg 00 | €0166} 9220061 HYTINdIVS | T
009’4} uninkuady/siuyo L enjay wnwi isexjsiuiwpebued €00 | 212L0Z L0S0LL6) 1S OINVIGIN MO | )
(dy) Buepigreferg sebjeg wejeq uejeqer uejeqer dIN BlweN ‘oN
yeue] ueesyuawad sebnjad 'Q

ejobbuy [deja p_mm%_w_u%mw d - NIGVAYNN NYASNY | G

e10B6Uy . m,_mmwmm_w;mmm . - NOWSY QYWHY | ¥

ejoBBuy e s - lavATnw | g

ejoBbuy oL xmmﬂmg%m | - VHYHONN HITYD | 2

enjey ueremeboday uep wnwn uesnin efedey, 100 Z €086} 60E0S96) HS ‘lwdvans | 1

sebjeg wejeq uejeqer uejeqer dIN BUWEN "ON

Isensiulwpy sebnj uenjes ")




009'G ejobbuy sode] eseQ efede) 2 NINY3VHY | 2L
009'G ejobbuy Buejewad esa( ejedsy - IMYNSY '3 | 1L
009'G ejobbuy eBuen Jised esaq ejede) - INOYHVAS | 0L
009G ejobbuy Buejog Jised esa( ejeday - lava | 6
009G ejobbuy eiebejey\ esaq ejeday - woy's ‘vdlndoal | '8
009'G ejobbuy HeseBiel esaq ejedsy g HYMYYS NIg NIGNAHOYW | 2
009°S ejobbuy s9|a|I) esa( efeday| . VINVAY | 9
009°G ejobbuy Buefuediejueg esa( ejeday - NaFar | s
009G sLejaINes uelemeBaday uep wnwp uesnin efeday 100 Z £0./861 60£0596 HS IWdvans | v
009°G v efjiued enjay [iyepm Ueleuepiad Isessiujwpebuag 00 | 0166} 92200.61 HYTINdIVS | '€
009'G v efnlued enjey [IHem wnwin isessiujwpebued €00 | 212107 2050146} 1S 'OINVIQIN MIT | 2
. ~mv_m._mmwm5_ yeue| 3eH cm@ﬁ?mnE@& . .
009°G Y EBlUEd BNjeY UEp Yeue] YeH Uedejauag IsYes qns ejedsy| 200 | £04661 19006} HS ‘IGYYNNIN QYNHY | 1
(dy) Buepig/eferg sefjeg weeq ueyeqep uejeqer dIN BlWEN ‘ON

v eniued Buepig/eleq yejobuag sebnjag

a




